
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 42, 2016 KEMHAN. BAS. Berbasis Akrual.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan

Akun Standar, perlu menerapkan Bagan Akun Standar

yang terintegrasi dalam suatu sistem keuangan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian pengaturan

pengelolaan Keuangan Negara yang memerlukan integrasi

antara penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan

keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan

Tentara Nasional Indonesia perlu ditetapkan dalam suatu

Bagan Akun Standar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bagan Akun

Standar Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013

tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BAGAN

AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL

INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
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keuangan yang disusun secara sistematis sebagai

pedoman dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan.

2. Basis Akrual adalah sebuah metode pembukuan yang

memasangkan biaya yang dikeluarkan dengan

pendapatan yang diperoleh untuk suatu periode fiskal

tertentu, meskipun biaya dan pendapatan tersebut

belum benar-benar dibayar atau diterima.

3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut

Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat

TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk

melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

5. Segmen adalah bagian dari BAS berupa rangkaian kode

sebagai dasar validasi transaksi keuangan yang diakses

oleh sistem aplikasi.

6. Atribut adalah kode tambahan pada BAS yang mengacu

pada Segmen.

7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah

tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan

anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas

U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI

Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI

Angkatan Udara.

8. Komando Tingkat Utama yang selanjutnya disebut

Kotama adalah suatu kesatuan TNI yang membawahi

beberapa Satuan Kerja yang memiliki garis komando,

baik garis komando operasi dan/atau garis komando

pembinaan.

9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah

unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan

dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada

Kemhan dan TNI.

10. Entitas adalah kesatuan unit badan atau lembaga

(satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola
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anggaran dari pemerintah dan mempertanggung

jawabkan anggaran tersebut.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL

adalah dokumen rencana keuangan tahunan

Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut

Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran

yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran.

13. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara

otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA

Induk.

14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban

instansi pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

16. Bagian Anggaran adalah Kementerian Negara/Lembaga

yang menguasai bagian tertentu dari pengguna anggaran

yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN.

Kementerian Negara/Lembaga dalam hal ini bertindak

sebagai Pengguna Anggaran.

17. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di

bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan nasional.

18. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian

Negara/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
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untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi

yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam

koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang

bersangkutan.

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa satker sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber

daya baik berupa personel (sumber daya manusia),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana

atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber

daya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang

dan jasa.

20. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang

dihasilkan atas pelaksanaan dari satu atau beberapa

paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.

BAB II

SEGMEN BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL

Pasal 2

(1) BAS terdiri atas 12 Segmen sebagai berikut:

a. Segmen Satker;

b. Segmen KPPN;

c. Segmen Akun;

d. Segmen Program;

e. Segmen Output;

f. Segmen Dana;

g. Segmen Bank;

h. Segmen Kewenangan;

i. Segmen Lokasi;

j. Segmen Anggaran;

k. Segmen Antar Entitas; dan

l. Segmen Cadangan.

(2) Segmen Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, merupakan kode Satker dengan Atribut antara
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